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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

qqqqq

béhwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Undang- Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan
wewenang kepada Pemefintah Provinsi untuk menetapkan
kebijakan dan strategi dalam, pengelolaan sampah;

bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan
lingkungan di’ wilayah Provi}msi Gorontalo merupakan bagian dari
fungsi pelay?nan pemerin;ahan terhadap masyarakat dalam
meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat yang
lebih sehat 5 serta memb!eril manfaat kesejahteraan bagi
masyarakat; l I

bahwa dalam’ ‘upaya memngkatkan pengelolaan sampah di wilayah
Provinsi GOILontalo, Pemérlntah Provinsi perlu melakukan
pembinaan, pengawasan dan koordinasi antara Pemerintah
Provm5| Gorontalo dengan Pemerlntah Kabupaten/Kota;

bahwa ‘berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Sampah; -
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tetang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 3468);



Undang-Undaqg Nomor 38 gTahun 2000 tentang Pembentukan

~ Provinsi Goror§1talo (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060), ,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

. (Lembaran Negara RepubhkxIndonesua Tahun 2002 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undaﬁg Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 32 ‘Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahén Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

| 4437) sebagaimana telah béberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undaqg Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
. atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Républik. Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

. Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, -

Témbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

- ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,

10.

11.;

12.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 32 Téhun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesua Nomor 5059),

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Penj1erintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia TatU
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Menetapkan :

{ : iy

2005 Nomor 1%, Tambahan gLembaran Negéra Republik Indonesia
4503); ! f

Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
danf Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran ngara Repubhk'lndonesua Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara'Repubhk Indonesia Nomor 4593),
Peraturan Pent1enntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemenntahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesna Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4737);

Peraturan Perflerintah, Nomo} 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Kerjasama Daerah (Lembara!n Negara Republ'ik Indonesia Tahun
2007 Nomor 1'1? Tambahan! Lembaran Negara Republik Indonesia
4761), . '
Peraturan Pemerlntah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Se]enls Sampah Rumah
Tangga (Lembaran Negara R_epubllk Indonesia Tahun 2012 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347);
Peraturan Dagrah Nomor § Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hi'dup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Nomor
4 Tahun 2004seri E); |

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wllayah (RTRW) Provmsu Gorontalo (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2011 seri 2);

\

Dengén Persetujuan ﬁersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
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KETENTUAN UMUM

!
!
!

i | Pasal 1 |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2.

I

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo

Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi selués-luasnya daIaJn sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagain{ana dimaksudidalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik IndoneS|a Tahun 1945 :

Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Provmsn dan Pemerintah Kabupaten/Kota
DPRD adalahi Dewan Perwakllfm Rakyat Daer;ah Provinsi Gorontalo.

Gubernur adalah Gubernur Gorontalo | .
Sampah adalah sisa kegiatdn sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat yang terdiri;atas sampah rlumah tangga maupun sampah sejenis
sampah rumah tangga;

Sampah rumah tangga adaléh sampah yéng berasal dari kegiatan sehari-harl
dalam rumah tangga yang tldak termasuk tm]a dan sampah spesifik;

Sampah seJems sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal
dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas 505|al dan/atau fasmtas lainnya;

Sampah spesuf' ik adalah sampah yang karena sifat, konsentraSI, dan/atau
volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;

»Jenis sampah adalah membedakan sampah berdasarkan komposisi  dan

karakteristik; ; |

Komposisi sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan jumiah/volume,
karakteristik,i dan/atau sumber sampah; | |

Sampah organik adalah sampah yang menQaIami pelapukan karena proses alam
dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik;

Sampah anorganik adalah sampah yang tidék mengalami pelapukan karena proses
alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain;

Orang adalaﬁ orang perorang!an, kelompok orang, dan/atau badan hukum;

Badan adalah badan usahé yang berbéntuk perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan iﬁusaha milik negara 'atau daerah,
persekutuan,I perkumpu\an, ﬁ?ma, koperasi, iyayasan atau organisasi sejenis

' |
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17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

; |
Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang
menghasulkan timbulan sampah; '
Pengurangan sampah adalah rangkaian ?upaya mengurangi timbulan yang
dilakukan seJak sebelum dlhasukannya suatu produk sampai berakhirnya kegunaan
produk dan/atau kemasan produk sampai : saat berakhirnya kegunaan produk
dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah,
memanfaatkan kembali timbuli':m sampah, daé\ mendaur-ulang sampah;
Membatasi tirmbulan'sampah adalah upaya meminimalkan timbulan sampah melalui
penggunaan bahan produksi untuk menghasilkan produk dan/atau kemasan yang
sedikit mungkin menimbulkan sampah, peﬁggunaan produk dan/atau kemasan
yang sedikit mungkln menimbulkan sampah dan penggunaan produk dan/atau
kemasan yang ramah Imgkungan
Memanfaatkan kembali sampah adalah serangkalan program untuk menggunakan
ulang sampah sesuai fungsinya dan/atau mengambil bagian dari sampah yang
masih bermanfaat tanpa melalui suatu prose§ terlebih dahuluy;
Mendaur-ulang sampah adalah upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi
barang yang Berguné setelah r!nelalui suatu pi'oses terlebih dahuly;
Prasarana adalah sesuatu yahg merupakan' penunjang utama terselenggaranya
suatu proses; '
Sarana adalar|1 segala sesuat& yang dapat dlpakal sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan;- ! 1
Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan,
pengumpulanl pengéngkutan 'pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan
pemisahan sampah sesuai dengan jenis, ]umlah dan/atau sifat sampah;
Pengumpulan: adalah upaya penanganan sarppah dalam bentuk pengambilan dan
pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara
atau tempat pengolahan sampah terpadu;
Pengangkutan adalah upaya penanganan: sampah dalam bentuk membawa
sampah dari sumber dan/atéu dari tempat' penampunggn sementara atau dari
tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
Pengolahan adalah upaya penanganan Fampah dalam bentuk mengubah
karakteristik, komp05|S| dan ]umlah sampah;
Pemrosesan akhir sampah adalah upaya !penanganan sampah dalam bentuk
pengembalian sampah dan/atau residu hasjl pengolahan ‘sebelumnya ke media

lingkungan secara aman;

Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke
tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah

terpadu; | ; i | J
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31. Tempat pengolahan sampah! terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, per{xggunaan ulan? pendauran ulang, pengolahan dan
pemrosesan akhlr , _

32. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembahkan
sampah ke mgedla lingkungan §ecam aman bagi manusia dan lingkungan;

33. Karakteristik sampah adalah sifat-sifat sampéh yang meliputi sifat fisik, kimia dan
biologis; i |

34. Sifat sampah adalah meliputi S|fat fisik (keras, lentur, kaku, Iunak), kimia (mudah
terbakar dan mudah terurai), dan biologis (mudah terurai); .

35. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduk5| barang yang menggunakan
kemasan, mendlstnbu51kan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari
impor, atau menJual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau
sulit terurai oleh proses alam; g

36. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi
dan/atau dumanfaatkan orang secara luas; |

37. Kemasan adaltah wadah dan/atau pembungkus suatu barang;

38. Sumber sampah adalah sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah
rumah tangga yang dapat dimanfaatkan kembali, dapat di daur ulang dan/atau
diolah; | |

39. Kompensasi dampak Negatif (KDN) adalah pEmberian imbalan kepada masyarakat
yang terkena;dampak negatif yang ditimbulkfpn oleh kegiatan penanganan sampah
di tempat pemrosesan akhir; , i

40. Kompensasi iasa Pelayanan (!IGP) adalah bésaran biaya yang wajib dibayar oleh
penerima Iayaﬁman'kepada perr?beri layanan. 1

i |
| | BABII

'RUANG LINGKUP
o | |
‘ Pasal 2 l

(1) Sampah yang! dikelola berdasa?fkan peraturan daerah ini terdiri atas:
a. Sampah! rumah tangga ! ' ; |
b. Sampah seJems sampah rumah tangga
C. Sampah spesifik
(2) Sampah rumah tangga sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari
kegiatan sehan -hari dalam rumah tangga{ tidak termasuk tinja dan sampah

spesifik. | :

| | |
' « |
I | -



| R |

(3) Sampah se]enus sampah ruman tangga sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berasal dari kawasan komerS|aI kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum,
dan/atau fasuhtas lamnya |

(4) Sampah spes1f ik sebagalmana 'dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mellputl

sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;’

sampah yang mengandung limbah bahanl berbahaya dan beracun,

sampah yang timbul aklbalt bencana;

puing bongkaran bangunan r

sampah yang ‘secara teknqlogl belum dapat diolah; dan/atau

sampah yang timbul secara tidak penodlk

=

i i
i i
! !

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
~ Bagian Kesatu
¢ Asas |

i , ‘ Pasal 3 ;
d {

Pengelolaan sampah dnselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung Jawab asas
berkelanjutan, asas keharmonlsan dan keselmbangan asas manfaat, asas keadilan,
asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan asas keamanan, asas nilai
| o |
‘ . Bagian Kedua

Tujuan

ekonomi.

Pasal 4

: . |
t | f
. | i

Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk
menjamin terselenggaranya pengelolaan sampahéyang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan untuk memngkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat dlgunakan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat | l

BAB IV
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

i
: . Pasal 5

(1) Untuk mencapan tu;uan pengelolaan sampah Pemenntah Provinsi menetapkan
kebijakan dan strategu pengurangan dan penanganan sampah daerah dengan
menyesuankau"nnya dengan kondusn daerah dan mengacu kepada Kebijakan dan

Strategi Daerah Pengelolaan Sampah : | . \y
: t '
| |



I | |

!

(2) Kebijakan dar§1 strategi daerah'! dalam pengeldlaan sampah meliputi:
a. Arah dah kebijakan pehghematan pénggunaan sumber daya alam dan
pemanfaatan kembali sumber daya alam d| daerah.
b. Target penanganan dan pengurangan sampah untuk setiap kurun waktu
tertentu. | i
c. Prioritas , jenis sampah yang akan . menJadl target penanganan dan

penguranlgan sampah mehputl sampah orgamk yang dapat dibuat kompos dan

sampah anorganlk i ;
d. Dalam menetapkan kebuakan dan strategl daerah pengelolaan sampah

i
sebagalm‘ana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada data informasi

sampah yang lengkap daq akurat i
(3) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) dltetlapkan dalam Janbka pendek, menengah dan jangka panjang.
(4) Kebijakan dap strategi pengqlolaan sampah| daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
l :

| BABV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

! 5 Bagian Kesatu
Pengurangan Sarinpah

Pasal 6

I
i

i
(1) Pengurangan:sampah meliputi: |
a. Pembatasan timbulan sampan; |
b. Pendauran ulang sampah; dan/atau g
c. Pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pe'nguran‘vgang sampah sebagéimana dimaks’ud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara: | : 2 |
a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang
dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembah sampah dari produk dan/atau
kemasan yang sudah d|gunakan '
(3) Setiap orang dan/atau produsen Wa]Ib melakukan pengurangan sampah
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ; dengan memperhatlkan peraturan

perundang-undangan | |

e ;
; ; .
t



| | |

(4) Ketentuan Ieblh Ian]ut mengenau tata cara pengurangan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan

~ Perundang- Undangan ' |

; | - Bagian Kedué::
! Pembatasan Timbulan Sampah

i ‘ Pasal 7

(1) Produsen waj‘:ib melakukan peimbatasan timblan sampah dengan:’

a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai
bagian dar| usaha dan/atau keglatannya,

b. Menghasulkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh
proses alam dan yang menlmbulkan sampah sesedikit mungkin.

(2) Setlap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan
menggunakan bahan yang dapat diguna glang, dapat didaur ulang dan/atau
mudah dlural oleh proses alarr|| 5

(3) Ketentuan Iebnh |anJut mehgenal kegielztan pembatasan timbulan sampah
sebaga|mana| dlmaksud padq ayat (1) dan' ayat (2) mengacu pada ketentuan

peraturan Pe?undang Undang‘an ]
i ; | Bagian Ketiga
l | Pengauran Ulang S‘ampah
| | Pasal 8 |
| | i
(1) Produsen wajib melakukan pe)ndauran ulang %ampah dengan:
a. Menyusun program pendauran ulang isampah sebagai - bagian dari usaha
dan/atau kegiatannya; i |
b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
produsen dapat menunjuk plhak lain. 5
(3) Pihak lain dalam melakukan pendauran uIang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib memiliki izin usaha dan/atau keglatan ‘
(4) Setiap orang .dan/atau produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah yang
dihasilkan dengan cara menank kembali sampah dari produk5| dan/atau kemasan

yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.



| |

: | :

i | |
(5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasnlkan kemasan bahan pangan
dan/atau kemasan lainnya, pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan peraturan

perundang-updangan di b|dang pengawasan obat dan makanan.

| Bagian Keem;faat
Pemanfaatan Kembali Sampah

! i !
i i i

Pasal 9 .

(1) Produsen waljub melakukan pémanfaatan kembah sampah dengan:

a. Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai
bagian darl usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi
pengelolaan sampah; '

b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang, dan/atau
Menank kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna
ulang. z !

(2) Setiap orang wajib memanfaatkan kembali sampah secara aman bagl kesehatan
manusia dan' lingkungan. 1 _

(3) Ketentuan Ileblh lanjut m{engenai kegiqtan pemanfaatan kembali sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada ketentuan

perundang-undangan.; ‘ !
| | |
BAB VI
'PﬁNANGANAN SAMPAH

~ Bagian Kesatu
1 ] Pemilahanf
% I Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota waiib menyedllakan sarana dan prasarana pemilahan
sampah serta melakukan p’emﬂahan sampah rumah tangga dan/atau sampah
sejenis samr:lah rumah tangg? secara aman lbagl kesehatan dan lingkungan.

(2) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis
sampah rumah tangga dan/atau sampah spesnf ik secara aman bagi kesehatan dan
lingkungan mulal dari hulu sampal hilir.

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dah fasilitas lainnya wajib menyediakan
prasarana dan sarana pemllahan sampah secara aman bagi kesehatan dan
lingkungan. | ; 1

(4) Ketentuan lebnh lanjut mengenau pemilahan sampah rumah tangga, sampah
sejenis sampah rumah tangga dan/atau:sampah spesifik secara aman bagi -

Y

! i |



i

i T |

[ | ;
| | |

kesehatan dan lingkungan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu

pada ketenttljan perundang- undangan

| | |
j | . Bagian Kedua
| | Pengumpulan Sampah

I
o . Pesalll|
! [

(1) Pemerintah iKabup‘aten/Kotai wajib menyédiakan sarana dan prasarana serta
melakukan pengumpulan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(2) Setiap orang wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan
dan llngkungan ' i ;

(3) Pengelola kawasan permuklman kawasan komersnal kawasan mdustn, kawasan
khusus, fasﬂltas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas Iaunnya ‘harus melakukan
pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenan persyaratan teknis pengumpulan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dap ayat (2) mengacu pada ketentuan
perundang-undangan. |

! | !
| 5 | Bagian Ketiga
L Pgngangkutan Sampah

| | Pasal 12 |

(1) Pemerintah ;Kabupaten/Kota; wajib menyediakan sarana dan prasarana serta
melakukan péngangkutan safnpah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan (komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan
pengangkutan sampah secaré aman bagi kesehatan dan lingkungan.’

(3) Ketentuan Ieblh lanjut mengenau syarat pengangkutan sampah secara aman bagi
kesehatan dan lingkungan sebaganmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mengacu pada ketentuan perundang undangan

1

- i !

' Bagian Keembat
Pengolahan sampah
i i

i Pasal 13 |
| 1

(1) Pemerintah Provinsi dalam ﬁengolahan sarr'lpah lintas daerah dapat menyediakan
sarana dan prasarana pengolahan sampah yang aman bag| kesehatan dan
Imgkungan § |

(2) Pemerintah iKabupaten/Kota: wajib menyciediakan sarana dan prasarana serta

melakukan pengola'han samp:ah yang aman .}Jagi kesehatan dan lingkungan \7

'
}
H

| ;
| I |
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(3) Pengelola kawasan permukimagan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasulltias umum, fasnhtas sosial, da? fasilitas lainnya dapat melakukan
pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan hngkungan,

(4) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan $ampah terpadu harus sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah Ka?upaten/Kota fang ditetapkan;

(5) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu mempertimbangkan:
a. Jenis usaha, A | g
b. Kapasitas usaha, | | E
c. Dokumen Lingkungan. j :

(6). Ketentuan Iebph lanjut mengena| pengolahan lsampah secara aman bagl kesehatan
dan llngkungan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
mengacu padé ketentuan perundang undangg—m

i i i
i i i

s ' Ppasal 14

(1) Setiap orang yang melakukan pengolahan sampah wajib menghasnlkan produk
yang aman bqgl kesehatan dan lingkungan; g

(2) Setiap orang yang melakukan usaha pengolahan sampah wajib menghasilkan
produk yang memenuhi baku mutu bahan berbahaya dan beracun yang ditetapkan
oleh Pemenntah |

(3) Setiap produk yang tidak memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dapat: : ; !
a. Diproses di tempat pemrosesan akhir |
b. Dijadikan bahan bakar. - |

: ' ! !

 Bagian Kelima
Pemrosesan Akhir Sampah

P . Pasal15 |

(1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana
pemrosesan akhir sampah lintas d‘aerah: yang aman bagi kesehatan dan
lingkungan; . f |

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wa]|b menyediakan sarana dan prasarana pemrosesan
akhir sampah yang aman bagu kesehatan dan Imgkungan, ‘

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota Wajlb melakukan pemrosesan akhlr sampah secara
aman bagi kesehatan dan Imgkungan ;

(4) Pengelola kawasan permuklman kawasan komerSIal kawasan industri, kawasan
khusus, fasulltas umum, fasnhtas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan
pemrosesan aikhlr sa‘mpah sec?ra aman bagi kesehatan dan lingkungan; : \7

{ . ;
| i |
! ! !
' i H



Pasal 16
| | | |
(1) Pernerintah Kébupaten/Kota délam melaksanékan pémrosesan akhif sampah wajib
menerapkan sistem: | |
Control landfill; ; |
Sanitary landfill; |
Insinerasi; |

Pemanfaatan biomassa atau i

® a0 g oo

Pemanfaatan gas metan.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan sistem sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) wa]|b memenuhu | |
a. Baku mutu limbah cair;
b. Baku mutu air limbah;
c. Baku mutu I|mbah berbahaya dan beracun
d. Baku mutu emisi udara. ; 1

(3) Dalam penerapan sustem sebagalmana dimaksud pada ayat (1) WaJIb dilengkapi
dengan prasarana dan sarana Pendukung yang dlpersyaratkan,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapap sistem Baku mutu sebagaimana

djmaksud padé ayat (2), meng%cu pada keter{tuan p;;arundang-undangan.

i
H

Pasal 17 |

! :
4 | |
i | |

(1) Gubernur memfasnhtaS| kerja sama antar daerah untuk menyelenggarakan
pemrosesan akhlr sampah. |
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksana;kan pémrosesan_akhir sampah dapat
bekerja sama .dengan Pemeringah Kabupaten/Kota lainnya; -
z | |

' Bagian Keenam
Penetapan Lokasi-Pemrosesan Akhir

| J ~ Pasal 18
(1) Dalam penetapan lokasi temﬁat pemrosesaﬁ akhir sampah harus sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan;
(2) Dalam penetapan tempat pemrosesan akhir sampah harus mempemmbangkan

a. Kelayakan lingkungan ! : |

b. Teknologi | : | '
C. Hidrologi | ; '

|- :
i i :



| ' |
| ' !

d. Kemmngan zona ‘

e. Jarak dari Lapangan Terbang
f. Tidak boleh berada di dderah Iindung/c?gar alam dan daerah banjir periode

ulang 25 tahun dan/atau,l
g. Peraturan perundangan yang terkait.

i . {
i l i
: ]

;Bagian Ketujuh
i Kompensasi |

, | Pasal 19

(1) Kompensasi yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah
a. Kompensa5| Dampak Negatlf
b. Kompensasn Jasa Pelayanan i
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
dapat memberikan kompensaﬂ kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah
(3) Dalam pemberian kompensasi | harus mempemmbangkan
a. Kepastian tentang dampak negatif, |
b. Data pendawasan dan pemantauan dampak negatif
c. Jenis dampak negatif | |
d. Besar dan pentingnya dampak negatif :
(4) Dampak negatif yang diakibatkan oleh pemrosesan akhir sampah berupa:
' Pencemaran air .- o
Pencemaran udara |
Pencemar{an tanah | ’
Longsor j
Kebakaran dan; | |
Ledakan gas methan :
(5) Jenls-Jenls koinpensasn yang dlbenkan dapat berupa
Pemulihan kualitas llngkungan ' ;
‘Biaya kesehatan ‘dan pengobatan !
Relokasi penduduk 1 ' { A
Penyedlaan prasarana dan sarana samtasn dan kesehatan
Kompensasi dalam bentuk lain |
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenan kompensasn sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur
dan/atau Peraturan Bupati/Walikota. ! ,

0 Qa0 oW
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| ; i |
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i I!?aglan Kedelapan
Perhndungan Pekelja

i | '
| ’ ' Pasal 20

Pengelola penangaﬁan sampah waj!ib menjaga keisehatan keselamatan dan keamanan

pekerja yang mengacu pada norma, standar, prose;dur dan kriteria yang ditetapkan oleh

pemenntah !
ngian _Kesembi!an

;Penanggulanga_n

- " pasal 21

(1) Pengelola pénanganan sam?pah bertangg,ung jawab atas penanggulangan
kecelakaan dan pencemaran iingkungan hid3up akibat tumpah' atau berseraknya
sampah dan/atau lindi yang men]adl tanggung jawabnya. ’

(2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki standar operasional prosedur
penanggulangan kecelakaan dan pencemaran; lingkungan hidup.

(3) Penanggung jawab pengelolaf penanganan sampah wajib memberikan informasi
tentang star!\dar operasionldl prosedur }penanggulangan kecelakaan dan
pencemaran ||ngkungan hidup kepada masyarakat )

(4) Penanggung Jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan
kejadian tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi kepada Pemerintah
Daerah sesuau kewenangannya '

(5) Pemerintah" Kabupaten/Kota ‘wajib melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan lpenanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup
akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi. '

(6) Ketentuan mengenal penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan
hidup sebagaimana dimaksudjpada ayat (1); ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan (5)
diatur lebih Ianjut oleh Pemerintah Daerah seIsuai dengan kewenangan

f | :

Baglan Kesepuluh

3 Tanggap Darurat dan Pemullhan

¥ Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota Wa]Ib menyusun dan menyelenggarakan sistem
tanggap darurat dalam penant_ianan sampah

(2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah mellputl
a. Tidak berfungsinya s:stem'pengangkutan 'sampah

S



| i |
b. Tidak berfungsmya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat
pemrosesan akhir;
¢. Tidak tersedlanya altemalitif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau
tempat pemrosesan akhur,
d. Menumbulkan dampak besar dan pentmg
(3) Kebijakan tanggap darurat mellputl ;
a. Penetapan lokasi alternatif, tempat pemrosesan akhir
b. Penyediaén prasana dan sfarana kondisi ténggap darurat
c. Standar pperasional pro;sedur evakuasi korban dan pemulihan kualitas

lingkungap ‘ ; i
1 H
l i

d. Penetapan kompensasi

4 Penanggung jawab pengelola| penanganan sampah wajib memberikan informasi
tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat

(5) Penanggung ]awab pengelola penanganan sampah waijib segera melaporkan
kejadian darurat sampah kepada Bupat|/Wa||kota dan/atau Gubernur dan/atau
Menteri dan Menten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum. | |

(6) Ketentuan |Eblh lanjut mengenan kebijakan sistem tanggap darurat sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya yang didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang
diatur Pemerintah. ‘ ‘

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyushnan dan penyelenggaraan sistem
tanggap darurat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupat|/WaI|kota mengacu kepada norma, standar,

prosedur dan kntena yang diatur Pemerintah.

Pasal 23
r |

(1) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki standar operasional prosedur
pemulihah kualitas Iingkungan.g

(2) Penanggung jawab pengelola penanganan §ampah wajib memberikan informasi
tentang standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan kepada
masyarakat. | ' | i

(3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib melapoi'kan rencana dan
pelaksanaan Ipemulihan kualitas lingkungan kepada Bupati/Walikota dan/atau

Gubernur dan/atau Menteri? dan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pernerintahan di bidang pekerjaan umum. \7



(4)

(5)

(1)

(2)

(3

(4)

(1)

(2)

| |
Pemerintah dsan Pemerintah lSaerah wajib Melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan pémulihan kualitaé lingkungan akibat kondisi darurat sampah.
Ketentuan Ieblh lanjut mengenan pemuhhan pencemaran kualitas lingkungan
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) mengacu pada ketentuan
Peraturan Perundang-Undang?n sesuai Norma Standar, Kriteria dan Prosedur
yang dltetapkén Pemerintah A
o
3 BABVII
i : PERAN MASYARAKAT

| : Pasal 24 |

Masyarakat dapat berperan dqiam pengelolaén sampah yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah | | |

Peran sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. Pemberian usul pertlmbangan dan saran kepada pemerintah daerah

b. Pemberian | i saran dan ;l)endapat dalalm penyelesalan sengketa dalam
pengelolaan sampah : !

C. Pelaksanaan program pengélolaan sampaﬁ yang dilakukan secara vmandiri dan/
atau bekerjasama dengan Pemenntah Daerah

d. Pemberian advokasu, pendldlkan dan pelattlhan, serta kampanye pengurangan
sampah yang dilakukan ,secara mandiri dan/atau ‘bekerjasama dengan
Pemenntah Daerah | :

Peran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, b dan c, dapat disampaikan

kepada pemerintah daerah secara lisan dan tertuhs

Ketentuan Ieblh lanjut mengenat Tata cara peran masyarakat  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengacu pada keten‘:uan peraturan perundang-undangan

% i
BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 25

i
i

Penghasil sampah yang melaksanakan program pengurangan sampah sebagai
bagian dari usaha dan/atau prbgram yang be:rsangkutan dapat diberikan insentif.

Penghasil sampah yang tidak melaksanal%an program pengurangan sampah
sebagai bagian dari usaha dah/atau prograrh yang bersangkutan dapat diberikan
disinsentif. | | |



(3)

4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3

(1)

(2)

i
1
i

i
| i |
Insentif dalam pengelolaan saimpah meliputi:;
a. Insentif langsung
b. Insentif tidak langsung ; |
Insentif Iangsung sebagalmana dimaksud pada ayat 3 huruf a dapat berupa:

a. Uang tunai | |

b. Bahan dan peralatan

Insentif tidak Iangsung sebagalmana d:maksud pada ayat 3 huruf b dapat berupa:
a. Insentif fiskal =~ : |

b. Insentif jasa pelayanan ‘ !

c. Insentif sosial ' :

Ketentuan lebih lanjut mengenaa jenis, bentuk insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mengacu pada

ketentuan perundang-undangan : i

; !

| BAB IX o
- PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

I i Pasal 26 |

Bupati dan atau Walikota dapat mengembangkan secara swadaya penerapan
teknologi pengurangan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan sesuai
dengan kebuakan dan strateg| pengelolaan sampah daerah

Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi
spesifik lokal untuk pengelolaan sampah ' o

Gubernur, éupatl, dan atau walikota | ' memfasilitasi  setiap orang yang
mengembanqkan dan menell'apkan teknol99| spesifik lokal untuk pengelolaan

sampah _ ? ,
. |
o . BABX
|| KERJASAMA DAN KEMITRAAN .

| ! Bagian Kesath
Kerjasama

. Pasal 27 |

Pemenntah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama antar Pemenntah Daerah
dalam pengelolaan sampah i |

Kerjasama sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan'délam bentuk
kerjasama dan/ atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah dengan
berpedoman pada perundang+undangan yang berlaku J

| ' ! l

!
i 1 i



(3)

(1)

(2)

3)

(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

!

i

|

Gubernur memfasilitasi kerjasama antara

dalam pengelolaan sampah

i
Pemerintah Kabupaten/Kota
bermitra dengan pihak ketlga,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

:
{
i
i

Bagian Kedué
Kemitraan '

Pasal 28

i

i

dalam melaksanakan pengelolaan sampah dapat

i
2

Kemitraan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
perjanjian antara Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota dengan plhak ketiga yang

bersangkutan;

)

Perjanjian ker]asama sebagalmana dimaksud pada ayat (2) pallng Sedlklt memuat:

a. subjek kerjasama,
b. objek kerjasama,

|

C. ruang Imgkup kerjasama, .

e ™o o

jangka waktu kerjasama,
pengakhir;an kerjasama,
keadaan memaksa, dan
penyelesalan perselusnhan

!

hak dan kewajlban para plhak

X

i
:

Gubernur memfasilitasi kemltraan dengan plhak ketiga dalam pengelolaan sampah
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara gpelaksanaan kemitraan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

|
|

|

|
i

BAB XI

|

PERIZINAN |

Pasal 29

"
{

Setiap orang yang melakukan%kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki

izin dari Gubernur Bupati dan/atau Walikota sesua| dengan kewenangannya

Izin sebagalmana dimaksud pada ayat (1) d|ber|kan dengan mempertlmbangkan

a. Lokasi

b. Jenis Usaha

{
c. Dokumen Lingkungan
d. Kapasitas Usaha ’

i
!
i

|

|

i
t

{
t
i
\
¥

Ketentuan Ieblh lanjut mengenau tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan

i
I
t

|

.

J



o . BABXII

| DATA DAN INFORMASI
| | |
L | Ppasal30

| i
o

(1) Pemerintah Provmsu menger'nbangkan ]e]anng S|stem mformasu pengelolaan
sampah sebagal basis data } ‘

(2) Pemerintah |§abupaten/Kota wa]|b mengembangkan basis data dan informasi
pengurangan dan penanganan sampah yang lengkap, akurat, dan terhubung
dengan ]e]anng sistem |nformaS| pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud

{

pada ayat (1) ; !
j

. BABXII |
| PEMBIAYAAN
; | -
Pasal 31
| - | | ‘
(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi-dan Pemerintah

Kabupaten/Kota meriggunakari sumber pembfayaan yang berasal dari: .
a. Anggaran Pendapatan dan belanJa daerah
b. Kerjasama dengan Pihak Ketlga |
c. Kompensasi jasa pelayanan; dan E
d. Sumber-sumber dana Iamnya yang sah. |
(2) Pelaku usaha wa;ub membnayan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berasal
dari produk dan/atau kemasan yang dlhasukan
(3) Pengelola kawasan permuklman kawasan komer5|a| kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum,, fasilitas sosial, dan! fasilitas lainnya dapat berpartisipasi

dalam pembiayaan penyelenggaraan pengelollaan sampah

| - . BABXIV |
LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang atau badan hukum dllarang :

a. Memindahkan atau membuang sampah ke dalam dan/atau dari ‘dalam daerah
Provinsi Gorontalo tanpa izin Gubemur

Mengimpor sampah ]

Mencampur sampah dengan limbah berbahaya ! dan beracun

Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan J

1 ' |
| |

| .
f i

i t

®c a0 o



T | o
f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat
pemrosesan akhir | :
g. membakar sampah yang tldak sesuai dengan persyaratan tekms pengelolaan

sampah | ; i

| i
| " BABXV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
| Pembinaan§

L | Pasal33 |
Pemerintah Provmsu melakukan pembmaan kepada Pemeruntah Kabupaten/Kota dalam
program pengelolaan sampah mehputu ~ i

a. Sosialisasi dan diseminasi mengenal peraturan perundangan yang berkaltan dengan

(

pengelolaan sampah | !
b. Pendidikan dan pelatlhan kepada aparatur pemenntah Kabupaten/Kota dalam

pengurangan sampah | | | .
c. Pembangunan proyek percontohan program pengelolaan sampah
: : | ! .

| : | Bagian Kedua
' ' Pengawasan
Pasal 34

o i |

(1) Pemerintah Provinsi! melakukaén pengawasan;terhadap pengelolaan sampah sesuai
kewenangannya dan serta mengkoordlnaSIkan pengawasan pengelolaan sampah
dengan Pemenntah Kabupaten/Kota

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukah pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan sampah sesuai kewenangannya

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur idengan Peraturan Gubernur dan/atau
Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan didasarkan pada norma,
standar, prosédur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

BAB XVI

5 PENDIDIKAN DAN KAMPANYE
! A : Bagian Kesatu
‘ Pendidikan .

L . Pasal35 |
(1) Pemerintah Provmsn menanamkan paradlgma baru pengelolaan sampah yang
berwawasan lingkungan sejak;dini melalui jalur pendidikan danpelatihan. j |

| |

i !



b i

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. -
! ' ' i

Bagian Keduaf
Kampanye :

Pasal 36
Pemerintah Provinsi melakukan kampanye dan komumkaS| kepada masyarakat melalui
media informasi untuk menanamkan nilai-nilai pengelolaan sampah yang baik dan

berwawasan lingkungan. A a

| ; | eaBXVII |

| SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37 l
(1) Gubernur dapat menerapkan sanksu adlmlnlstratlf kepada pengelola sampah yang
melanggar ketentuan persyara'tan yang ditetapkan dalam penzinan
(2) sanksi admmlistratlf sebagalmalna dimaksud p]ada ayat (1) dapat berupa:
a. Paksaan Pemerintah '
[

b. Uang pakseln dan/’atau | |

c. Pencabutan izin ' | _ | | :
(3) Ketentuan Ieblh Ianjut mengena| pelaksanaan sanksi admlmstratuf sebagaimana

dimaksud paha ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketantuan peraturan

perundang- ur}dangan | [ |

! !
? | BABXVII 1
| PENYELESAIAN SENGKEI‘A
|

Baglan Kesatu
b l Umum |
o . Pasal38 |

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan%sampah terdiri atas =
a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan -
b. sengketa ahtara pengelola sampah dan masyarakat

(2) penyelesaian sengketa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat dllakukan
melalui penyelesalan di luar pengadllan ataupun melalui pengadilan

(3) penyelesaian sengketa sebagaimana dlmaksuld pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan §esuai dengan pc}eraturan perundang-undangan - \7

! 1
§ :



i - Baglan Kedua
Penyelesalan Sengketa dlluar pengadllan

_— | pasal3 |

(1) Penyelesaian sengketa di luar })engadilan dilakukan melalui:
a. Mediasi ;| | o

- 5 !
b. Negosiasi

.
l
i

C. Arbitrasef! ‘ ! !
d. atau pilihan lain dari para bihak yang ber$engketa
(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di Iuér pengadilan sebagaimaha dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapa| kesepakatan para pihak yang bersengketa dapat
enga]ukannya ke pengadnlan : :

Bagian Ketlga
Penyelesalan Sengketa melalui pengadilan

' ' | Pasal40 |

(1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dllakukan melalui gugatan perbuatan

melawan hukum | §

(2) Gugatan- perbuatan melawan hukum sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
mensyaratkan penggugat membuktlkan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan
hubungan sebab akibat antara; perbuatan dan kerugian yang dmmbulkan

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dlmaksud pada

ayat (2) dapat berwujud gantl-keruglan dan/ Etau tindakan tertentu.
l |
, “"Bagian Keempat
! ~ Gugatan Perwakilan Kelompok

i ‘ l Pasal 41 i
L |

Masyarakat yang durugukan aklbatnperbuatan melawan hukum di bldang pengelolaan

sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok
{

; . , Bagian Kelima

! Hak Gugat Organisasi Persampahan

5 . | Pasal42
(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan

pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan Imgkungan \]

i ‘ |
i

: !
!
i 5



(2)

3)

(1)

(2)

| |
' %

i | |

Hak menga]ukan gugatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terbatas pada
tuntutan untuk melakukan tlndakan tertentu, kecuall biaya atau pengeluaran riil
Organisasi persampahan yang berhak menga]ukan gugatan sebagaimana
dimaksud paqa ayat (1) harus. memenuhi persyaratan |
a. berbentuk badan hukum
b. mempunyat anggaran dasar di bidang pehgelolaan sampah; dan
c. telah melakukan keg|atan nyata paling sedlklt 1 (satu) tahun sesuai dengan

anggaran dasarnya
; . BABXIX |,
f | PENYIDIKAN

| | Pasal43 |

Selain Penyidék Pejabat Polisi INegara Repubﬁk Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang pengelolaan persampar]an diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sébagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyidik Pengai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaranllaporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pengelolaén sampah

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana
di bidang pengelolaan sampah

c. meminta keterangan dan bahan bukti da}i orang berkenaan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang pengelolaan sampah

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, ;catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,
pembukuah, pencatatan, ‘dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan dan barang hasil kejalf\atan atau pelanggaran yang dapat
dijadikan b'ukti dalam perkara tindak pidaﬁa pengelolaan sampah; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tuqas penyldlkan tindak
pidana di bldang pengelolaan sampah .

g. Penyidik PeJabat Pegawai Negeri Slpll sebagaimana dimaksud ayat (1)
memberitahukan - dimulainya penyldlkan dan hasil penyidikannya kepada
Penyidik P?]abat Polisi Neg?ra Republik In?onesna

| | i .

P ' | \47
| ' ! '

H . .



(1)

(2)

3

4)

()

(6)

h. Penyidik i’ejabat Pegawaii Negeri Sipigl sebagaimana dimaksud ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;‘ '

| | |

| . BABXX |
oo KETENTUAN PIDANA
| ‘ Pasal 44 |
o i
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a,
huruf b, hurtf ¢, huruf d, dan huruf f, diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda Ipalung banyak Rp.50.000.000, 00 (Ilma puluh juta
rupiah). ‘ .
Barang siapa’ melanggar ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e
dan huruf g, diancam pldana kurungan pahng lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta ruplah)
Tindak pndana sebagalmanal dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pelanggaran., : | | -
Selain tindak pldana sebagalmana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap
ketentuan péngelolaan sampah yang tidak memperhatlkan norma, standar,
prosedur, atau kntena yang dapat mengaklbatkan gangguan kesehatan
masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan
lingkungan, dikenakan ancaman pidana sespal ketentuan peratauran perundang-
undangan.

Dalam hal tindak pidana yang dllakukan dlancam dengan pldana yang lebih tinggi

dari ancaman pidana dalam ;Peraturan Daerah ini, maka dlberlakukan ancaman

pidana yang lebih tinggi. ‘

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (f) merupakan penerimaan daerah dan

disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Gorontalo.i

1

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45 _
! ' i (
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,- maka semua ketentuan mengenai
pengelolaan sampah yang diat‘ur dengan Peraturan Perundang-Undangan dibawah
Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepan]ang belum dlrubah dan tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

i
. : ' .



RN L BABXXII
KETENTUAN PENUTUP

: El
| i !
. ! :

| g Pasal 46

Peraturan Daer?ah ini mulai berlaku pada tanggbl diundangkan.

. ; i
! : !

Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo

| ! i

i . . i

Ditetapkan di Gorontalo
| Pada tandgal & Ap=rtT

; . BSUBERNUR

o I RUSLI HABIBIE
s ;
, : |
Diundangkan di Gorontalo ’ '
pada tanggal § April . 2013 | |
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI GORONTALO !

Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS
PEMBINA UTAMA g |
NIP 19621121 198503 2001 ]

| - | |

LEMBARAN DAERAIfT-l PROPINSI GORONTALO TAHdN 2013 NOMOR 03..
L |
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~ PENJELASAN;

. ATAS |

. PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN, 2013
TENTANG

| PPERSAMPAHAN

I. UMUM

Pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Wilayah Provinsi
Gorontalo adalah salah satu segi ;Selayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam
rangka mewujudkan keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat Gorontalo, dan
sebagai syarat terpéliharanya kesehatan masyaraka!lt.

Dalam rangka memujudkan  upaya péngelolaan sampah yang baik,
berkesinambungan ldan benNawasaP lingkungan, (ljukungan dari masyarakat Gorontalo
mutlak diperiukan. |

Dengan disahkannya Undang - Undang | Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik‘ Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851), Pemerintah Provinsi
diberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan
sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah serta melakukan koordinasi, pembinaan
dan pengawasan ipemerint:ah kabupaten/kota. Pemerintah Daerah juga didorong
meninggalkan paradigma lama yang bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah
dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir yang temnyata
membawa dampakl besar pada ménurunnya kualitas lingkungan. Adapun paradigma
baru pengelolaan sampah saat ini adalah pengelolaan sampah yang vdimulai dari
sumbernya, memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi manusia. |

Pemerintah ményadari keberhasilan pengeloléan sampah di Gorontalo ditentukan
oleh sikap, kepedqlian dan kesadaran serta perjlaku individu masyarakat Gorontalo
dalam mengurangi dan menangani sampah dihasilkannya.

Dalam konteks lokal, masyara{kat Gorontalo ésesungguhnya telah memiliki nilai -
nilai kearifan Relligius dalam rangka menjag;a kelestarian lingkungan, dimana
pengelolaan sampah dapat menjadi bagian di dalamnya yang merupakan modal sosial
untuk dapat mendtfkung dan mendorong kesadaran masyarakat agar memenuhi tujuan
peraturan daerah "ini sesuai dengan harapan dgn cita-cita yang tercantum dalam
Undang-Undang nomor 18 tahun 20508 tentang Pedgelolaan Sampah.

1
|

{ i
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Akhirnya kita semua berharapl melalui Peraturan Daerah ini, keberadaan dan citra
Gorontalo sebagai |kon musllm w:a?/ah timur dengan keragaman adat istiadatnya, juga
ditunjang dengan ‘kebersman kesehatan Imgkunban, dan pengelolaan sampah yang
baik dan berwawasan Imgkungan | 1

i
II. PASAL DEMI PASAL *
{ :

1
Pasal 1 A E !
Cukup jelas , f | |
Pasal 2 |
Ayat (1) i i |
Huruf a | |
Cukup Jelas
Huruf b ' | , ’ .
iYang_ dimaksud sampah sej?nis sampah rumah tangga adalah
sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial,
| kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum,
| dan/atau fasilit?s lainnya. |
Huruf C '
| ' Yang dimaksud sampah spesifik adalah sampah yang sifat,
konsentrasi dari/atau volumenya memeriukan pengelolaan khusus.
Ayat(2) | | |
Cuku? Jelas i
Ayat (3)

Yang! dimaksud dengan Kawasan Komersial antara lain: pusat
perdagangan, pasar, . pertokoan, hc{>te|, perkantoran, restauran, tempat
wisata dan tempat huburan ,
Yangi dimaksud Fasilitas Sosial antara lain terminal’ angkutan umum,
pelabuhan laut, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan
dan trotoar. 1 '
Yang: termasuk fasilitas lain yangl tidak temasuk kéwa'san komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum yaitu
antara lain, rumah tahanan, Iembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik,
puskesmas kawasan - .pendldlkan kawasan pariwisata dan pusat kegiatan
olahraga ' '
Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan
untuk kepentingan ngsmnal/berskala nasional, misalnya kawasan cagar
budaya, taman naS|ona| pengémbangan industri - strategis dan
pengembangan teknologn tinggi. 7 _
L | - - \7
| : |



Ayat (4)
| Cukuﬁ Jelas
Pasal 3 ; ; |
Yang dlmaksud asas tanggung jawab adalah pemerintah dan pemenntah daerah
mempunyai £anggung ]awab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak
masyarakat terhadap llngkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana
diamanatkan pasal 28h ayat (1) UUD 945.

i

Yang dlmaka?d asas berkelanJ‘utan adalah pengelolaan sampah dilakukan dengan
menggunakan metode dan :teknik yang lramah lingkungan sehingga tidak
memmbulkani dampak negatlf terhadap kesiehatan,masyarakat dan lingkungan,
baik pada gerierasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dlmaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu
menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang
dapat dlmanfaaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud asas kesad;aran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah
pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan
kesadaran un{uk mengurangi dan menangani.sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas keamanan adala'zh bawaha pengelolaan sampah yang
baik harus menjamin dan melipdungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangap dan keharmonisan adalah bahwa
pengelolaan sampah oleh seluruh pemangku ’kepentingan diselenggarakan dengan
memperhatikan prinsip — prinsip keseimbangan dan keharmonisan lingkungan

berdasarkan nilai — nilai kearifan lokal.

Yang dlmaksud dengan asas nilai ekonoml adalah bahwa sampah merupakan
sumber daya yang mempunyal nilai ekonomn yang dapat dimanfaatkan sehingga
memberikan nilai tambah.

i
i

Pasal 4 i ‘ .
Penyelenggara:ian pengelolaan sampah antéra lain berupa penyediaan tempat
penampungan" sampah, alat angkut sampaﬁ, tempat penampungan sementara,
tempat pengoqlahan sampah te[padu dan/ataq pemrosesan akhir sampah.

Pasal 5 | |

Ayat (1) | f | ' o \7
; » 5 |



i :
Cukup Jelas

Ayat (2) |
Huruf a
| Cukup Jelas
Huruf'b
f Cukup Jelas
Huruf!c ‘
| Cukup Jelas
Huruf d ;
1 Cukup Jelas
Ayat (3) i »
Cukuﬁ Jelas
Ayat(4) |
Cukup Jelas
Pasal 6 ’ |
Ayat(1) |
Huruf a |
L Cukdpf; Jelas
Hurufib o
i Cuku;? Jelas
Huruf'c
| Cukup Jelas
Ayat (2) '
Huruf’a o
, Cukup Jelas
Huruf.b .
! Cukup Jelas
Ayat (3) j _
Cukup Jelas
Ayat(4)
Cukup jelas
Pasal 7 .
Ayat (1) i
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas -
Ayat (3) |

!



i .
| i
i |

o

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) |
Huruf a
| Cukup Jelas
Hurufib
: Cukup Jelas
Hurufc
: Cukup Jelas
Ayat(2) .
Cukuri Jelas
Ayat (3) :
Cukup' Jelas
Ayat (4) i
| Cukup Jelas

Ayat (5) !

i’

Yang pimaksud dengan bahan pangén dan atau kemasan lainnya adalah

segala sesuatu yang{ berasal dari- sumber hayatl produk pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan,{
yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau
minuman yang dikonsumsi manusia dan kemasan pangan adalah bahan
yang digunakan untuk/mewadahi danimembungkus pangan.

Pasal 9 !

Ayat (1) I
Cukup jelas

Ajat2) |
Cukup jelas

avat3
Cukug) jelas

Pasal 10 ‘

Ayat (1)

Pemiléhan sampah dilékukan dengan

i
|

peternakan, perairan dan air baik

H

metode yang memenuhi persyaratan

keamanan, kesehatan,; lingkungan, kényamapan dan kebersihan.

Ayat (2) _
Cukup jelas
Ayat (3) '
Cukué jelas
Avat (4) |

!

|



|

{

!
Cukup jelas

Pasal 11 f
Ayat (1) i |
Cukup Jelas

Avat(2) |
Cukup; Jelas

Ayat (3)

Cukud Jelas

 Ayat(4) ,
Cukuﬁ Jelas
Ayat (5) i
Cukup Jelas
Pasal 12 5
Ayat (1) ;
Cukup Jelas
Ayat(2) |
Cukup Je.la's
Ayat (3) .
Cukué Jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukué Jelas
Ayat (3) ;

Cukup Jelas-

Ayat (4) !

Cukup Jelas
Ayat (5)
Huruf'a

i Cukup Jelas

Huruf b

b Cukup Jelas

Hurufc

Cukup Jelas

Ayat(6)
Cuku;;) Jelas




Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat(2)
Cukup§ Jelas
Ayat (3) | | |
Hurufa | |
|Cukup Jelas
Hurufib I | ;
Cukup Jelas :
Pasal 15 ? | o
Ayat (1) | | : !
Cukup! Jelas _
Ayat (2) | * i
Cukup Jelas | |
Ayat (3) _ |
Cukuﬂ Jelas | !
Ayat (4) !
Cukup Jelas
Pasal 16 ? ! |
Ayat (1) | : 5- ;
* Hurufa |
Metoda ini merupakan peningkatan; dari open dumping dimana secara
periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk
mengi.lrangi potensi ?gangguan Iiné;kungan yang 'ditimbulkan. Dalam
operasionalnya juga dilakukan pera@an dan pemadatah sampah untuk
fneningkatkan eﬁsiensi pemanfaatan iahan dan kestabilan permukaan TPA.
; | | »
Huruf'b i , |
Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional
dimaria penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi
gangguan yang timbul dapat diminimalkan o

Hurufic i

Metoqe pemusnahan sampah dengan cara pembakaran
. | | _
| :

Hurufid | |
! ' ; P ,

¢



;; ! ! ¥

Metode pemanfaatan gas yang terbentuk dan proses dekomposisi

anaerobik sampah organuk |

; ;
! !
t .

Huruf e | ‘
Metocje pemanfaatan gas yang terbefltuk dai proses dekomposisi sampah

pada landfill ; |
Ayat (2) ‘ ’ ' f
Hurufia | :
Cukup Jelas | ;
Huruf!b ! |
| Cukup Jelas | ;
Huruf ¢ i ‘ ;
' Cukup Jelas | .
Hurufid . 3 ‘ E
i Cukup Jelas ' ’ : ; |
Ayat (3) i f ! : P
~ Cukup Jelas | | BE
Ayat (4) | o
Cukup Jelas | L
Pasal 17 | | | l ‘
Ayat (1) : P
Cukup Jelas | ! b
Ayat(2) | | |
Cukup Jelas o
Pasal 18 | ’ J L
Ayat(l) é I o
Cukup Jelas |
Ayat(2) ! | |
Huruf; a |
Cukup Jelas :
Huruf b ‘
Cukup Jelas :
Huruf. Ny : i
- ' Cukup Jelas
Huruf d |
{ Cukup Jelas | |



i

Hurufie -, ' ;
Cukup Jelas '
Hurufif | .

: Cukup Jelas ;
Huruf g ‘ -
: Cukup Jelas | '
Pasal 19 | '
Ayat (1) | | |

Kompensasi merupakan bentuk pertapggungjawaban pemerintah terhadap
pengélolaan sampah d| tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif
terhadap orang. i | |

Avat(2) . o

Huruf a .

[ Cukup Jelas 1

Huruf b :
E Cukup Jelas ! . 5
I L
Huruf.c , ;
| Cukup Jelas !
Hurufid ’
. Cukup Jelas | ;
Ayat (3) | |
Huruf§ a : ‘
. Cukup Jelas | | , s
Huruf b .
| Cukup Jelas | : |
Huruflc T ; z
" 'Cukup Jelas | , | ’
Hurufid ! ' ’
i Cukup Jelas ; ' l o
Ayat (4) | ! ‘
Hurufia | , ;
~Cukup Jelas , .
Huruf-3 b ' : | o
 Cukup Jelas | |
Huruf ¢ ‘ : |
' Cukup Jelas i - L



Ayat (5)

Ayat (6)

Pasal 20

Pasal 21
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)

Pasal 22
Ayat (1)

!

!

|
Huruféd

' Cukup Jelas
Hurufle

. Cukup Jelas
Hurufgf

; Cukup Jelas

Hurufia

i quup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Huruf ¢

| Cukup Jelas
Hurufid

i Cukup Jelas

Huruf'e
| Cukup Jelas

Cukup Jelas

E

Cukua Jelas

|
Cukup Jelas
|

Cukup Jelas -
Cukuﬂ Jelas |

Cukup Jelas

Cuku;? Jelas,

{
1

! i
Kesehatan, keselamatan dan keama
pekeuja, termasuk perl;ndungan atas hak-halg dasar pekerja.

i

|

nan pekerja merupakan perlindungan

L
|



B
Cukuq Jelas
Ayat (2)
Hurufia
i Cukup Jelas
Huruf b
; Cukup Jelas
Hurufic N
+ Cukup Jelas
Hurufg d -
; Cukup Jelas

Ayat(3) ¢ |
Hurufi 3

Hurufi b
_ Cukup Jelas
Huruf! C
{ Cukup Jelas
Huruf d
| Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat(5) |
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7) |
Cukué Jelas
Pasal 23 o
Ayat(l)
Cukuf) Jelas
CAyat(Q) |
Cukué Jelas
Ayat(3)
Cukup Jelas
Ayat (4) |
Cuku;‘i) Jelas:

' Cukup Jelas



Ayat (5)
Cukuﬁ Jelas

Pasal 24 o
Ayat (1) | I
Cukuﬁ Jelas
Ayat (2) f
Huruf'a A
' Cukup Jelas
?
Huruff b
, Cukup Jelas
Hurufic .
. Cukup Jelas
Hurufid '
] Cukup Jelas
Ayat (3) ‘
Cukup Jelas
Ayat (4) | i :
Cukup Jelas
Pasal 25 L
Ayat (1) i

|

Insentif dabat diberikan misalnya kepadé - penghasil sampah yang
mengbunakan bahan | produksi yangij dapat atau mudah diurai dengan

proses alam dan ramah lingkungan. |

Ayat (2)

|
!

Disinsentif dikenakan misalnya pa;da penghasil safnpah' yang yang

menggunakan bahan produksi 5yang sulit diurai dengan proses alam, sulit
diguna ulang dan/atau didaur ulang derta tidak ramah Iingkungan.

Ayat (3) |
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Avat(4)
Hurufa
| ' Cukup Jelas
Hurufib

i
i

i
.

i



E Cukup Jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
; Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Ayat(6) |
Cukup Jelas
Pasal 26
Avat(n) |
Cukup Jelas
Ayat (2) '
Cukup Jelas
Ayat (3) ‘
Cukup Jelas
Pasal 27 |
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2) |
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 28 ! |
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukuf) ‘Jelas ‘
Ayat (3) :
Huruf a
! Cukup Jelas
Huruf b
| Cukup Jelas
Hurufi (
; Cukup Jelas




t

|
Huruf;d ,
' CUKU[iJ Jelas
Hurufie
l Cukup Jelas
Huruff
Cukup Jelas
Huruf: g
: Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cuku;:) Jelas
Ayat (5)
' Cukup Jelas
Pasal 29 I
Ayat (1) ;

b

i

i

v
H

Lingkup perijinan ya:ng diatur oleh pemerintah antara lain memuat
persyératan untuk mehperoleh ijin, jéngka waktu ijin dan berakhirnya ijin.

. Ayat(2)
Huruf a
| Cukup Jelas
Huruf b
i Cukup Jelas
Hurufi c
. Cukup Jelas
Hurufi d
| Cukup Jelas
Ayat (3) i
Cukup!w Jelasi
Pasal 30 |
Ayat (1) :
Cukuf) Jelas
ARt 1
Cukup Jelas
Pasal 31 Lo
Ayat (1) |



Huruffa
| Cukup Jelas | |
|
Huruf b f
| §Cukup Jelas } {
Huruf c : :
' Cukup Jelas
Huruﬁ;d | |
Cukup Jelas
Ayat (2) | | | o ;
Cukup Jelas |
Ayat (3)
Cukup Jelas |
Pasal 32 ;
Cukup Jelas |
Pasal 33 j
Cukup Jelas
Pasal 34 '
Ayat (1) ; i é
Cukup Jelas |
Ayat(2) i |
Cukup Jelas
Ayat(3)
Cukup Jelas . |
Pasal 35
Ayat (1)
Paradigma baru pgngelolaan sampah adalah bahwa pendekatan
pengélolaan sampahjtidak lagi beFtumpu 'pada pendekatan akhir (end
pipe),; akan tetapi pe;ngelolaan sanjpah saat ini harus didasarkan pada
pandangan pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbemya,
berwawasan lingkungan, memiliki nilai ekonomi, dan bermanfaat bagi

]

manusia.

Ayat (2) |
Cukup Jelas
Pasal 36 : .

t
3
I

i

Cuku;'fa Jelas ‘
Pasal 37 | ! ; :
Ayat (1) [ |



¢
!

Cukup Jelas.

b

Paksaan pemenntah merupakan suatu tlndakan hukum yang

. ditanggung oIeh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah
| | tertentu oleh ﬁengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam

pengganti

dari

Ayat (2) 4 |
Hurufa : 5 ,
! dllakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas
{ ‘lingkungan dalam keadaan |semula dengan beban biaya yang
" dalam peraturan perundang — undangan
Huruf b i i
| peraturan perundang - undangan sebagal
pelaksanaan sanksi paksaan pemenntah
Hurufc : ; i
. Cukup jelas , ‘
avat@ | L
CukuP Jelasz ! , !
Pasal 38 |
Ayat (1) | - | | |

Sengketa Persampahan merupakan persellsman antara 2 (dua) pihak atau

lebih

yang dltlmbulkan oleh adanya atau dlduga adanya gangguan

dan/atau keruglan terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan

aklbat kegnatan pengelolaan sampah
Hurufa |
~ Cukup Jelas
Huruf b
. Cukup Jelas |
Ayat(2) | )
Cukup jelas |
Ayat (3)
Cukup jelas

!

Pasal 39
Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan diluar pengadilan diselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan mengenal bentuk dan besarnya ganti rugi
dan/atau mengenai - " tindakan tertentu guna menjamin tidak akan
ter]adlnya atau terulangnya dampak negan dan keglatan pengelolaan

sampah
Ayat(2) |
CukuP jelas !

o | '

J



Pasal 40 ; - |
Ayat(d)
Cukup Jelas
Ayat 2) | |
Cukup Jelas
Avat(3)
Cukup Jelas
Pasal 41 : :
Gugatan perwakllan kelompok dilakukan meIaIUI penga]uan gugatan oleh satu
orang atau lebih yang mewakili diri sendiri agau mewakili kelompok
Pasal 42 ‘ : :
Avat(l) | |
Organlsasu persampahan merupakan kelompok yang terbentuk atas
kehendak dan kemgman sendiri dlgengah masyarakat yang tujuan dan
kegiabnnya meliputi bidang pengeloiaan sampah.
Avat(2) | L
Yang dimaksud biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata

dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organlsasn persampahan.
AR® o
Huruf a | f ‘

| Cukub Jelas ’
Huruf b |
Cukup Jelas |
Huruf c ~1 i
| Cukup Jélas'
Pasal 43 | ;
Cukup Jelasi . i
Pasal 44 I | %
Cukup Jelas o |
Pasal 45 | a ' :
Cukup Jelas_
Pasal 46 '
Cukup Jelas
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